BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 yang efektif dan gfisien dengan
mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga’ barang, maka
perlu menyusun standar satuan harga barang Pemerintah
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

b. bahws berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Stanclar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undeng-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

3. Undeng-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6322);



10.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dzerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Deerah, (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyausin Tahun 2016 Nomor 052);

_ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Deerah Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa
kali ciubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Deerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
Nemor 3);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 18);



Menetapkan

13.

14.
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Peratiiran Bupati Nomor 362 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Proseclur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupatern Banyuasin Tahun 2012 Nomor 22);

Pe-at.ran Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banv.asin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banv.asin Tahun 2020 Nomor 274).

. Poratiran Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harge Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2020 Nomor 57);

Pzrat.ran Menteri Daam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan Kodelikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Negara Republik Inconesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2022,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalern Feratirar Bupeti ini yang dimaksud dengan :

)

Kabupaten adalaa Kabupaten Banyuasin.

Peywerir talk Kabupaten  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Banyuasin

B pati adalah Bupat. Banyuasin.

Pe-angkat Daeran vang selanjutnya disaingkat menjadi PD
pazz  Pemerintah  Daerah  dilingkungan  Pernerintah
Kabupaten Banyuasin.

Standar Sataan Harga Barang adalah Satuan Harga yang
digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat
Dacra di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
uatuk menbantu raenyusun Rencana Kerja Anggaran
(KIA) Perangkat Daerah

Pasal 2

Pe-aturan  Bupati  Banyuasin  tentang Standar Satuan
Harga barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
S-ancar “atuan Harga barang Pemerintah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2022 berlaku tanggal 1 Januari 2022

BAB 11
DENIETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG
Pasal 3

Starcar Sutuan Harga Barang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terp sar kan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Stardar Satuan Harga Barang, mempunyai kriteria sebagai

ber kut:

&. sudah termasuk pajak-pajak, biaya pasang,
keuntungan penyedia barang yang berlaku sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dengan
memperhintunzkan tingkat inflasi;

5. buken merupakan dasar dalam perhitungan kerugian
Negara/Deeral sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undengan;

¢. besaran satuan harga barang yang ditetapkan dalam
peraiuran init masih mengacu pada satuan harga tahun
s2be umnya dan dilakukan penyesuaian-penyusuaian.

cl. harga vang ditetapkan pada peraturan ini adalah batasan
harga tertingggi dalam penyusunan Rencana kerja dan
Anggaran dan bukan merupakan satuan harga belanja
bharang;

. untuk harga belanja berang tetap mengacu pada harga
pasar yang ber.aku.

Pasal 5

(1! Dalem Peraturan Butpati Banyuasin ini terdapat jenis
barang vang susun berdasarkan wilayah kecamatan yang
cliseout cengan Zona [, Zona Il dan Zona III.

(2 Zona 1 adalah meliputi Kecamatan Talang Kelapa.
Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Air Kumbang,

Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Rambutan, Kecamatan

Banyuasin | . Kecamatan Betung, Kecamatan Sembawa.
rnecamatan Banyuasin [11.

(3 Zona 1I adalah rmeliputi Kecamatan Banyuasin _
Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan
Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang,
Kecamatan Selat Penugukan, Kecamatan Makarti Jaya.

(' Zona 111 adalah meliputi Kecamatan Muara Sugihan.
Kﬁ-camatan Muara Padang, Kecamatan Karang Agung llir,

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Rantau Bayur.
|
|

Pasal 6

Bagi perangkat daerah dalam melakuan penyusunan Rencana
Kerja Anggaran apabila terdapat perubahan harga ataupun
penarmbahan daftar barang yang belum terakomoadir pada
keputusan ini wajib mengajukan permohonan tertulis kepada
Bapati, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin  dengan melampirkan dokumen-
dokurnan yang diperlukan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Deerak Kadupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tapggal 17 Juni 2021

YUASIN, «/

Diundangkan di Panigkalan Balai
pade tanggal 17 Juni 2021
SEKRIETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

&

H.M. SENEN HAR
BERITA DAERAH KAEUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR L0612



